
BUPATIMAMUJUTENGAH 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH 
NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAMUJU TENGAH, 

Menimbang a. adanya perubahan nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah Kabupaten Mamuju Tengah 
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2 0 1 9  ten tang Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan 
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. 

b. adanya perubahan rincian objek belanja dana desa dan belanja tidak terduga 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran 
Anggran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 .  

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 1 9 8 5  tentang Pajak Bumi dan Bangunan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3 3 1 2  sebagaimana telah diubah dengan Undang- U ndang Nomor 12  Tahun 1994 ( 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

2 .  Undang-Undang Nomor 2 1  Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688); 

3 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 8 5 1 ) ;  

4. Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) ; 

5 .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;  

6 .  Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;  

7 .  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 4 2 1 ) ;  

8 .  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran 
Negara Republik Indones ia Tahun 2004 Nomor 105,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
4421 ) ;  

9 .  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;  

10 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran_ 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
5049); 

1 1 .  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 1 5  Tahun 2 0 1 9  ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 1  ten tang 
Pem bentukan Peraturan Perundang-U ndangan; 

1 2 .  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2 0 1 3  tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi 
Sulawesi Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 3  Nomor 19 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5397);  

1 3 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 244,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 2 0 1 5  tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

1 4 .  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 0 1  Nomor 1 1 8 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;  

1 5 .  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001  tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 0 1  Nomor 1 1 9 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 3 9 ) ;  

1 6 .  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4416 )  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pememrintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4540); 

1 7 .  Peraturan Pemrintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indones ia Tahun 2005 Nornor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4503); 

1 8 .  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 3 6 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

1 9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indones ia Tahun 2005 Nomor 1 3 7 ,  Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 



20.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576); 

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;  

22 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578 ) ;  

23 .  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614 ) ;  

25 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18  Tahun 2 0 1 6  ten tang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 6  Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

27 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2 0 1 9  ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;  

28 .  Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;  

29.  Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 .  

MEMUTUSKAN : 

A  



Menetapkan : PERATURAN BUPATJ TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

0,00 

720 .250 .523 .690,35 
720 .250 .523 .690,35 

Rp. 
Rp. 

Bertam bah/ (Berkurang) Rp. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut : 

I .  Pendapatan 
Sebelum Pergeseran 
Setclah Pergeseran 

2 .  Belanja 
a .  Belanja Tidak Langsung : 

Sebelm Pergeseran Rp. 286 .689 .898 . 153 ,97  
Setelah Pergescran Kp. 286 .689 .898 . 153 ,97  

Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00 

b. Belanja Langsung :  
Sebelun Pergeseran 
Setelah Pergescran 

Bertambah/(Berkurang) 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

403.  080 .446. 594 ,38 
430.725.364.298,38 

27 .644 .917 .704,00 

3 .  Perubahan Nomenklatur U n i t  Kcrja pada Sckretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah: 

a. Bagian Pemerintahan; 

b.  Bagian Kesejahteraan Rakyat; 

c. Bagian Hukum dan HAM menjadi Bagian Hukum; 
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d.  Bagian Ekonomi dan Pembangunan menjadi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

e. Bagian Administrasi Pembangunan 

f. Bagian Pengadaan Barang dan J asa 

g. Bagian Umum 

h.  Bagian Organisasi dan Tata Laksana menjadi Bagian Organisasi 

i .  Bagian Humas menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

4 .  Pergeseran Rincian Objek Belanja: 

a. Dana Desa 
Sebelum Pergeseran Rp. 94 .389 .801.900,00 
setelah Pergescran Rp. 93.726.995.900. 

Bertambah/(Berkurang) Rp. (662.806.000,00) 

b. Belanja Tidak Terduga 

Sebclum Pergeseran Rp. 500.000 .000 ,00 
setelah Pergescran RD. 1.162.806.000,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp. 662.806.000,00 

5 .  Pembiayaan : 

a. Penerimaan 
Sebelum Pergeseran Rp. 21.691.616 .896 ,00 
setelah Pergcscran RD. 21.691.616.896, 

Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 

b. Pengeluaran 
Sebelum Pergeseran Rp. 5 2 . 1 7 1 .  795.838,00 
setelah Pergcscran RD. 52.171.795.838, 

Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0 ,00 
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 27.644 . 917 .704 ,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan : Rp . (27 .644. 9 1 7 .  704,00 ) 
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Pasal 2 
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Ia Peraturan Bupati ini 

Pasal3 
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran Ila Peraturan Bupati ini 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan 
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

BAB II 

KETENTUAN PENUTUP 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Dalam Berita Daerah. 

. ARAS TAMMAUNI 

Ditetapkan di Tobadak 
pada t a n « y l  1 0  Februari 2020 
BUPAT WM >  UJU TENGAH, 

/ 

TGL 

PARA7 Kp0DNA! , I 

1 S e t a @ Pe""  I l-I 

NOI NAMA JADATAN 

S a b i d .  

.1  Sekretaris Keuangan 

33 a Badan Keuanan 

Diundangkan di Tobadak soa:/ subid 

Dada tanggal IO  Februari 2020 II-TT-''' 
/ - ­  

;EK, ETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH 
'L I , ,  \ '-' ,... ... ' I I I 
] 
p ¢  

Ti.so' 
u 

BERIT A DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 
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